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TINDAK PIDANA PENGHINAAN :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN KONTEN
BERMUATAN PENGHINAAN DI MEDIA ELEKTRONIK

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang
mendistribusikan konten bermuatan penghinaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pertanggungjawaban pidana dari pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan serta
mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana penghinaan dan meninjau dari perspektif hukum
islam. Metode pendekatan digunakan adalah pendekatan doktrinal yang akan dilaksanakan
dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari literature serta hukum formal
yang berlaku atau disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dari penelitian ini ditemukan
bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada terdakwa dapat diketahui melalui
proses di persidangan dimana terdakwa akan diperiksa identiasnya terlebih dahulu guna
memastikan yang bersangkutan ialah pelakunya, kemudian unsur-unsur tindak pidana
penghinaan memuat tiga unsur yaitu barang siapa yang merujuk pada subjek hukum, unsur
dengan sengaja yang merujuk pada kehendak, serta pendistribusian informasi secara lisan atau
tulisan. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan
perbuatan yang telah dilakukan pada korban, dan dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti
perbuatannya memenuhi unsure tersebut. Dari penelitian ditarik kesimpulan bahwa Hakim
memeriksa unsur barangsiapa merujuk pada orang, dengan sengaja merujuk kehendak, serta
pendistribusian informasi secara lisan atau tulisan, kemudian Hakim menilai terdakwa apakah
cakap serta sehat, serta menilai kondisi meringankan dan memberatkan, terakhir pelaku dapat
dikenai hudud dan ta ’zir berdasarkan hukum islam.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, penghinaan, pencemaran nama baik

ABSTRACT

In this paper, we analyze criminal liability for perpetrators who distribute insulting
content. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of the perpetrator
for the actions that have been committed and to find out the elements of the criminal act of
humiliation and review it from the perspective of Islamic law. The approach method used is a
doctrinal approach that will be carried out by studying library materials consisting of literature
and applicable formal law or referred to as library law research. From this study it was found
that the criminal responsibility imposed on the defendant can be known through a process at
trial where the defendant's identity will be checked first to ensure that the person concerned is
the culprit, then the elements of the criminal act of humiliation contain three elements, namely
whoever refers to the legal subject, elements intentionally referring to the will, as well as the
distribution of information orally or in writing. Based on the research, it was found that the
perpetrator must be responsible for the actions that have been done to the victim, and be subject
to criminal sanctions if it is proven that his actions fulfill these elements. From this research, it
can be concluded that the Judge in examining the element of whoever refers to a person,
deliberately refers to the will of, as well as the distribution of information orally or in writing



that causes hatred, then the Judge assesses the condition of the defendant whether he is capable
and in good health, and the Judge assesses the condition of the defendant. lighten and
burdensome, finally the perpetrators can be subject to punishments such as hudud and ta'zir
based on the perspective of Islamic law.

Keywords : criminal liability, humiliation, defamation

1. PENDAHULUAN

Intensitas penggunaan Internet yang tinggi, menimbulkan pergeseran sosial
ditengah masyarakat, yaitu perubahan pola perilaku serta interaksi antar manusia.
Perkembangan internet, memberi dampak pada budaya masyarakat. Informasi menjadi
tak terbatas serta hal ini berlangsung dengan cepat. Keadaan ini menjadikan internet
sebagai pedang dua sisi, karena selain berkontribusi baik bagi peningkatan
kesejahteraan serta kemajuan peradaban umat manusia, disisi lain menjadi sarana
efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dari pesatnya perkembangan
yang ada pada media sosialnya terdapat sisi positif yang dirasakan masyarakat, dalam
hal ini ialah bertukar informasi dalam hitungan detik, mengakses berbagai sumber
keilmuan, membantu menyebarluaskan informasi dalam bentuk apapun seperti pesan,
gambar, atau video dan lain sebagainya. Selain dampak positif, terdapat dampak
negative misal terjadi tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap
martabat seseorang. Pencemaran nama baik ialah tindakan menyampaikan ucapan
dengan cara menuduh jika seseorang sudah melakukan tindakan tertentu, serta hal-hal
yang ditujukan bertujuan menghina kehormatan serta nama baik seseorang yang
menyebabkan harga diri atau martabat orang tersebut tercemar, dipermalukan, serta
direndahkan.! Di Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan
sebagaimana pada KUHP mengenai pencemaran nama baik, dilihat sebagai
penghinaan. Penghinaan dilakukan dengan cara menuduhkan pada individu yang telah
melakukan tindakan tertentu, dengan maksud tuduhan tersebut akan diketahui oleh
orang sekitar. Sedangkan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (3)
tentang pencemaran nama baik, hal tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan
dan atau mentransmisikan ke media sosial. Dari hal tersebut dapat dipahami jika
terdapat kekaburan norma pada kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik™ hal tersebut cukup bias dan

umum, sehingga tidak membedakan antara mana komunikasi yang bersifat privat serta

! Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya, h.89.
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publik. Pada 2004 dilakukan penelitian serta mengkaji guna memaknai cybercrime,
sebelumnya cybercrime ialah jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi.
Menurut R. Soesilo yang dipahami sebagai “menghina”, ialah “menyerang kehormatan
serta nama baik seseorang”. Dan orang yang menjadi target biasanya merasa “malu”.
Kemudian “kehormatan” yang diserang ini tentang kehormatan “nama baik”, bukan
bentuk “kehormatan” dalam pengertian seksual.? Pencemaran nama baik hanya mampu
ditangani pihak berwajib (polisi), jika telah ada pengaduan dari pihak yang merasa
nama baiknya dicermakan oleh seseorang Nama baik serta kehormatan ialah hal yang
dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Begitupula badan hukum, dimana hakikatnya
tak memiliki kehormatan namun dalam KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu
seperti Presiden atau Wakil Presiden, Kepala atau Wakil Kepala Negara, Perwakilan
Negara sahabat, Golongan/Suku/Agama, atau badan umum lainnya memiliki
kehormatan serta nama baik.® Kemudian ditinjau dari Hukum Islam, pencemaran nama
baik serta hinaan ialah ungkapan bahasa yang kasar, penyebutan hal-hal yang tercela
dengan kata-kata yang jelas.* Islam menjamin kehormatan seseorang. Hal tersebut
terlihat dari sanksi berat yang diatur pada Qadzaf, Islam memberikan perlindungan
dengan melarang fitnah, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, serta saling
memanggil dengan sebutan buruk.

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut (1) bagaimana unsur-unsur tindak pidana
penghinaan?; (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana
penghinaan melalui media elektronik?; (3) bagaimana hukum islam memandang tindak
pidana penghinaan melalui media elektronik?

Tujuan dan Manfaat dari Penelitian ini adalah: (1) mengetahui apa saja yang
menjadi pengaturan hukum pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU No 11
Tahun 2008; (2) mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana
pencemaran nama baik melalui media elektronik; (3) mengetahui bagaimana hukum
islam memandang tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik melalui media
elektronik

2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995,him. 226.

3 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika 2010,

him47.

4 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Al-Islam, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra,
1998), Jilid. I, h.683.



2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif yang akan
menggambarkan selengkap-lengkapnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku penghinaan. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan doktrinal yang akan dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan-
bahan pustaka yang terdiri dari literature serta hukum formal yang berlaku atau dapat
disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis
berpedoman pada Al-Quran, Hadist, UUD 1945, KUHP, UU No 19 Tahun 2016
perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta peraturan lain yang berhubungan
dengan penelitian ini kemudian dikaitkan dengan putusan pengadilan yang diperoleh
penulis dari Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam penulisan skripsi
ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan
yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisa, dan
mempelajari data berwujud bahan pustaka yang terkait pertanggungjawaban pidana.
Analisis data dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode induktif yaitu suatu
metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala yang bersifat
khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Untuk pengambilan kesimpulan
dilakukan dengan teknik deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam tindak pidana, seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila yang bersangkutan
memenuhi salah satu syarat yaitu melakukan perbuatan yang diduga bertentangan dengan
hukum atau bersifat melawan hukum. Namun meskipun perbuatan memenuhi rumusan
delik serta oleh undang-undang tidak dibenarkan, tetapi hal tersebut belum tentu langsung
memenuhi untuk penjatuhan pidana, yaitu individu yang melakukan perbuatan itu memiliki
kesalahan menurut Sudarto.®

Kehormatan merupakan harga diri berlandaskan tata susila menurut Satochid
Kartanegara. Kehormatan ialah termasuk harkat serta martabat yang dimiliki individu yang

berdasarkan adab kesopanan. Arti tata ialah nilai-nilai yang baik serta dijunjung tinggi

® Kiki Novelita Simanungkalit, “Analisis Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No 1010/Pid.Sus/2018/PN Mdn”, USU
Jounal of Legal Studies, Vol. 1 No 9 (Januari, 2019), hal 65
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sekaligus dipertahankan masyarakat luas. Adab kesopanan merupakan adab sopan santun
yang baik pada pergaulan hidup bermasyarakat, yang dipertahankan serta dijunjung tinggi.®

Nama baik ialah rasa harga diri berlandaskan penilaian oleh masyarakat. Nama baik
dipahami sebagai rasa mengenai diri sendiri yang dinilai orang-orang lain sebagai baik,
walaupun ada orang yang pada kenyataannya tidak memandangnya sebagai orang yang

baik. Di Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai masyarakat yang
menjunjung tinggi budaya timur, dimana pencemaran nama baik dianggap melanggar
norma etika bahkan norma agama apabila yang dituduhkan tersebut termasuk fitnah.

Berdasarkan hal itu pencemaran nama baik merupakan tindakan yang termasuk
ketidakadilan sebelum dinyatakan pada undang-undang karena melanggar sopan santun.
Lebih dari itu, penghinaan serta pencemaran nama baik terhitung sebagai pelanggaran
norma agama apabila mengandung fitnah.’

Istilah delik pencemaran nama baik di Indonesia tidak termasuk istilah hukum karena
tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, tetapi istilah yang berkembang dalam
akademik serta masyarakat. Istilah hukum yang dipakai di Indonesia cenderung bias dalam
membedakan pencemaran nama baik serta penghinaan, dimana hal tersebut tampak pada
KUHP dan peraturan diluar KUHP. Hal itu menyebabkan multitafsir dalam pelaksanaan
serta berpotensi melanggar hak asasi manusia.®

Tindak pidana pencemaran nama baik menyasar objek kehormatan seseorang dengan
tuduhan yang memuat kebohongan serta berakibat rusaknya kehormatan. Perbuatan
menyampaikan berita bohong yang seolah-olah benar, padahal sebenarnya ialah
kebohongan yang disengaja dengan tujuan menjatuhkan harga diri individu merupakan
tindak pidana. Pencemaran nama baik berbeda dengan suatu opini yang dikatakan oleh
individu, kedua hal tersebut tak termasuk objek tindak pidana pencemaran nama baik
karena opini tidak memiliki tujuan dengan sengaja menjatuhkan harga diri individu. Opini
dilindungi oleh asas kebebasan berpendapat. Indonesia menjamin kebebasan berpendapat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F, sehingga
yang dilarang hukum ialah memalsukan fakta-fakta agar seseorang tercemar nama

baiknya.®

8 Firman Satrio Hutomo, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial”, Jurnal
Jurist Diction, Vol. 4 No 2 (Maret, 2021) hal. 655

7 1bid, hal 656

8 Ibid

9 Op. Cit, hal 657



Untuk memahami perkara penghinaan, penulis akan menguraikan perkara pada tiga
putusan dengan nomor  85/Pid.B/2019/PN.Kwg;  170/Pid.B/2018/PN  Mpw;
4/Pid.B/2020/PN Pnj yang didapatkan dari Website Direktori Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Pada putusan pertama dengan nomor 85/Pid.B/2019/PN.Kwg seorang terdakwa
dengan identitas Dr Mohamad Fahmi didakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan
rincian unsure (1) barangsiapa; (2) dengan sengaja; (3) menyerang kehormatan atau nama
baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal; (4) dengan maksud yang jelas agar diketahui
umum. Dari proses persidangan diketahui terbukti bahwa terdakwa melakukan penghinaan
sehingga diajtuhi sanksi pidana berupa penjara selama 3 bulan.°

Selanjutnya pada putusan kedua dengan nomor 170/Pid.B/2018/PN Mpw seorang
terdakwa dengan identitas Hendrawan alias Ahen alias Liu Hui Hui didakwa melanggar
pasal 207 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan rincian unsure (1) barangsiapa; (2)
dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau
badan umum yang ada di Indonesia; (3) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dari proses persidangan
diketahui terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan sehingga dijatuhi
sanksi pidana berupa penjara selama 4 bulan.!

Kemudian pada putusan kedua dengan nomor 4/Pid.B/2020/PN Pnj soerang terdakwa
dengan identitas Ahmad Jamaluddin bin Jamaluddin didakwa melanggar pasal 45A ayat
(2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang direvisi menjadi UU No
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan rincian
unsure (1) setiap orang; (2) dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi; (3)
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA). Dari proses persidangan diketahui terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak

pidana penghinaan sehingga dijatuhi sanksi pidana berupa penjara 1 tahun 3 bulan.*? Pada

0 Direktori Mahkamah  Agung Republik  Indonesia, 2021, Direktori  Putusan, dalam
https://putusan3.mahkamahagung.co.id/direktori/putusan/zaec5cbf6b5e85ba9177313632323535.html,  diunduh
Rabu 29 Desember 2021, 11:10:14 WIB

11 Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, Direktori Putusan, dalam
https://putusan3.mahkamahagung.co.id/direktori/putusan/zaebfc07983d75a0859¢313432353131.html, diunduh
pada Rabu 29 Desember 2021, pukul 11:15:29 WIB

12 Direktori Mahkamah  Agung Republik  Indonesia, 2021, Direktori  Putusan, dalam
https://putusan3.mahkamahagung.co.id/direktori/putusan/c79df3ad3e4c8d4e376812dbe41c8317.html, diunduh
pada Rabu 29 Desember 2021 pukul 11:23:33 WIB



https://putusan3.mahkamahagung.co.id/direktori/putusan/zaec5cbf6b5e85ba9177313632323535.html
https://putusan3.mahkamahagung.co.id/direktori/putusan/zaebfc07983d75a0859c313432353131.html
https://putusan3.mahkamahagung.co.id/direktori/putusan/c79df3ad3e4c8d4e376812dbe41c8317.html

dasarnya setiap perkara penghinaan, saat di persidangan diperiksa tiga unsure tentang
barangsiapa (subjek hukum), sengaja (rasa kehendak), dan pendistribusian informasi secara
lisan atau tulisan yang menimbulkan kebencian.

Selanjutnya untuk memahami pertanggungjawaban pidana dari terdakwa yang terlibat
di perkara penghinaan berdasarkan ketiga putusan yang didapat penulis yaitu putusan
dengan nomor 85/Pid.B/2019/PN.Kwg; 170/Pid.B/2018/PN.Mpw; 4/Pid.B/2020/PN Pnj,
diketahui bahwa pada dasarnya hakim akan mempertimbangkan unsur barangsiapa dan
memeriksa terdakwa yang bersangkutan. Apabila terdakwa diketahui terbukti, maka selaku
subjek hukum dia dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kemudian untuk memahami Tindak Pidana Penghinaan melalui Media Elektronik dari
perspektif hukum islam, berdasarkan putusan yang didapat penulis dengan nomor perkara
85/Pid.B/2019/PN.Kwg; 170/Pid.B/2018/PN.Mpw; 4/Pid.B/2020/PN Pnj dapat diketahui
bahwa terdakwa yang terlibat dalam perkara tersebut telah melakukan penghinaan atau
berdasarkan agama disebut fitnah sehingga layak diberi sanksi hukuman hudud atau
hukuman ta zir yang dapat dilakukan dengan cara cambuk, kurungan, atau pengasingan

sesuai ketentuan hukum islam.

4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap beberapa putusan yang
telah diinventarisasi oleh penulis dari Direktori Mahkamah Agung Republik
Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Dalam  putusan-putusan  dengan  nomor  85/Pid.B/2019/PN.Kwg,
170/Pid.B/2018/PN.Mpw,  4/Pid.B/2020/PN.Pjm  terdapat  unsur-unsur
penghinaan yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara
yaitu barangsiapa merujuk pada seseorang yang melakukan tindakan, dengan
sengaja merujuk pada kehendak dari seseorang yang telah melakukan tindakan,
serta pendistribusian informasi secara lisan atau tulisan yang menimbulkan
kebencian dimuka umum merujuk pada pencemaran nama suatu pihak.

2) Dalam perkara penghinaan vyang diperiksa Majelis  Hakimm,
pertanggungjawaban dari terdakwa dilakukan saat pemeriksaan terdakwa
diperiksa dimuka sidang, saat pemeriksaan Hakim menilai kondisi terdakwa
apakah cakap serta dalam kondisi sehat, serta Hakim juga menilai kondisi yang

meringankan dan memberatkan sehingga dari hal diatas Hakim dapat
7



3)

1.

membebankan pertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebagai pelaku yang
telah melakukan tindak pidana

Pada perkara penghinaan dimana dalam sudut pandang Hukum Islam
meruppakan suatu fitnah berdasarkan prinsip figh jinayah maka pelaku fitnah
dapat dikenai sanksi hukuman seperti hudud dan hukuman ta zir yang dapat

dilaksanakan dengan cara pengasingan, kurungan, dan cambuk.

4.2 Saran

Saran kepada pemerintah hendaknya meningkatkan perlindungan hak-hak
korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana penghinaan
baik secara fisik, psikis, beserta kerugian materiil, karena korban termasuk
subjek hukum yang memiliki hak.

Saran kepada aparat penegak hukum hendaknya dapat meningkatkan
pemahaman masyarakat dengan cara sosialisasi secara rutin tentang tindak
pidana penghinaan supaya masyarakat yang merasa haknya dirugikan oleh
tindak pidana dapat memperoleh haknya serta pelaku dapat dijatuhi sanksi
hukuman.

Saran kepada masyarakat yang merasa menjadi suatu korban tindak pidana
penghinaan, sebaiknya dapat menempuh prosedur hukum yang telah berlaku

dengan melaporkan perkara kepada pihak yang berwenang.
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